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PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM
TAHUN ANGGARAN 2025

ANTARA

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM SULAWESI TENGAH

DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SULAWESI TENGAH
NOMOR : W.24 HN.D4.03-T67
Pada her ini Rabu tanggal 16 bulan Aprl tahun 2025 bertempat di Kantor

Wilayah Kementenan Hukum Sulawesi Tengah, Kami yang bertanda tangan di bawah
ini :

L Nama Raicdrnat Renaldy
Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah
Alamat o Jl Dewi Sartika Mo. 23 Palu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Hukum, selanjutnya disebut
sebagal PIHAK KESATU,

. Mama ;. Syaifullah
Jabatan . Direktur/Ketua Pos Banfuan Hukum Advokat Indonesia
Sulawesi Tengah
Alamat > JI. Samudera 2 Lorong 4 Momor 1 RT 003 RW 005 Kelurahan

Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu
Dalam hal ini barindak pntsk dan atee pame Pog Bantuan Hobom Sdeokat
Indonesia Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDLUA secara bersama-sama salanjutnya disebut PARA
PIHAK terebih dahulu menjelaskan :

a PIHAK KESATU dalam hal ini merupakan Kuasa Pengguna Anggaran pada
Kantor Wilayah Kementenian Hukum Provinsi Sulawesi Tengah.

b. PIHAK KEDUA dalam hal ini merupakan pimpinan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai Pemben
Bantuan Hukum periode tahun 2025 s.d. 2027 berdasarkan Keputusan Menteri
Hukum Nomor M.HH-5HN.04.03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi
Bantusn Hukum yang Lulues Verifikasl dan Akreditasi sebagai Mamban Dantuan
Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027 dan Keputusan Menteri Hukum Nomor
M, HH-8_.HN_ 04 03 Tahun 2024 tentang Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang



Terverifikasi dan Terakreditasi Kembali sebagai Pember Bantuan Hukum Periode
Tahun 2025 s.d 2027, dengan status akreditasi C.

Cengan mempernatikan ketenfuan peraturan perundang-undangan yang beriaku
sebagai berikut:

.1

10

11.

13

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 4286);

Lindang-Lindang WNamor 168 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum {Lembaman
Magara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Reaepublik Indonesia Nomor 5248);

Undang-Undang MNomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Momor 2281

Peraturan Pemerintah Momor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Banwan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5421,

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan
Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Manteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Rl Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hulem dan Hak Asasl Masusia R! Meomeor 10 Tahun J0ME fentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang
Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2130),

Peraturan Menter Keuangan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2024 tentang
Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 (Benta Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 801);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Benta Negara Republik
Indonasia Tahun 2021 Nomor 97);

Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Momor 1 Tahun 2024 tentang
Droanisasi dan Tate Morja Momenterian Hulium (Barita Magara Republlk Indonsaia
Tahun 2024 Nomor 832);

Peraturan Menteri Hukum Republk Indonesia Momor 2 Tahun 2024 tentang
Orpanisasi dan Tata Kera Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 812);

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Basaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi
dan Mon Litigasi;

Keputusan Mented Hukum Nomor MHH-5HM.04.02 Tahun 2024 tentang
Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagal
Pember Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d. 2027,

Karuthigan Mented Hudoen Momer MHHE2WHN 0402 Tahun 3004 tentang
Lambaga/Organisasi Baniuan Hukum yang Terverilikasi dan Terakredilas: Kembali
sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2025 s.d, 2027

Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN MNomor PHN HN.04.03-810 Tahun 2023
tentang Penyaluran Dana dan Pengawasan Bantuan Hukum;



14

Daftar |sian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 Kantor Wilayah
Kementenan Hukum Provinsi Sulawesi Tengah Revisi ke 01 Nomor | SP DIPA-
135.11.2.683116/2025 Tanggal 21 Februar 2025

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan
menandatangani Perjanjian Pelakzanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2025,
dengan ketentuan sebagai berkut

BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini yang dimaksud dengan:

1
2,

3,

(1)

Bedan Pembinaan Hukum Masional yang salanjutnya disingkat BPHN adalah unit
kerja pada Kementerian Hukum salaku Penyelenggara Bantuan Hukum

Kantor Witayah Kementerian Hukum adalah unit vertikal pada Kementerian Hukum
yang melaksanakan tugas pembantuan di bidang bantuan hukurn di daerah.
Panitia Pengawas Pusat yang selanjutnya disebut Panwaspus adalah unit kerja
khosus & bowsh koordinest Baden Pembingan Hukurm Nesione! yeng memilic
tugas dan fungs: pengawasan, pemantauan, dan evaluasi ternadap
penyelenggaraan bantuan hukum

Panitia Pangawas Daerah yang selanjutnya disebut Panwasda adalah unit kerja
khusus di bawah koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang memiliki
tugas dan fungsi pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenagaraan bantuan hukum di dasrah

Standar Layanan Bantuan Hukum adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman dalam pemberian layanan Bantuan Hukum.

Pengawasan adalah proses pengamatan dar pelaksanaan bantuan hukum baik
secara berkala maupun insidentl yang dilakukan secara langsung maupun tidak
‘angsung ogar sosunl donpgon kobfjohan doan kelenlunn poTOlUTGn pOTUNGEnG-
undangan,

Evaluasi adatah penilaian atau pengukuran dalam rangka perbaikan pelaksanaan
bantuan hukum,

Sistem Informasi Database Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Sidbankum
adeslah sistem pelayanan administrasi bantuan hukum secara elektronik yang
diselenngarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Masional unfuk menuniang
pelaksanaan pembernan bantuan hukum,

Hari adalah hari kefa.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Ini dimaksudkan sebagal dasar
pelaksanaan bantuan hukum yang penganggarannya bersumber dan Anggarman
Pendapatan dan Balanja Negara Tahun Anggaran 2025 _
Merjanjian  Pelsksanaan ODantuan  Hukum i beorkijusn G TSTHOETIRED
kepastan pembenan bantuan hukum kepada orang miskin atau kelompok orang
miskin dan penyaluran anggaran bantuan hukum kepada Pember Bantuan Hukum

di Provinsi Sulawesi Tengah.



BAB I
RUANG LINGKUP

Fasal 3

Ruang lingkup Perjanjan Palaksanaan Bantuan Hukum ini meliputi |

a. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata, dan/atau Tata
Usaha Megara, pada tahap -

Fenyidikan Gugatan remenksasn Pendshuluan;

Persidangan di Pengadilan Tingkat | ;

Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding ;

Ferzidangan di Pengadilan Tingkat Kasasi; dan/atau

Feninjavan Kemball

b, Pembenan Bantuan Hukum Mon Lifigasi dalam kegiatan :

Panyuluhan Hukum:

Konsultasi Hukum;

Investigasi Kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

Penelitian Hukum;

Mediasi,

mogosias,

Feamberdayaan Masyarakat,

Pendampingan di luar pengadilan; dan/atau

Drafting dokumean hukum.

c. Hak dan kewajiban, jangka waktu, mekanisme penyelesaian perselisinan,
penanjian pelaksanaan Bantuan Hukum tambahan ({addendurn), sanksi, dan
keadaan kahar (formme majeure)

1)
2)
3
4)
3)

1)
2)
3)
4)
S)
&
7}
&)
€)

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Fasot 4

Hak dan Kewajiban PARA PIHAK sebagai berkut
a. PIHAK KESATU

1)

2}

Hak:
a)

Menyimpan, mengedarkan, menggandakan dan/atau mempublikasikan
dokumen hasil pemberian bantuan hukum;

Bl Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi apabila PIHAK KEDUA
melakukan pelanggaran terhadap Peranjian Pelaksanaan Bantuan
Hukaem il

Kewajiban:

a) Menyalurkan anggaran pelaksanaan bantuan hukum yang akan
dilslraanalian gleh PIHAYK KEDUA sssuat dengan kebijakan pemannian
dan peraturan perundang-undangan,

b) Memfasilitasi proses pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan

c)

hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
Melakukan pembinaan dan pengawasan melalul pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan bantuan hukum



b, PIHAK KEDUA
1)  Hak

Mengajukan tagihan jaza atau pencairan anggaran pemberian bantuan

hukum bagi orang miskin atau kelompok orang miskin kepada PIHAK

KESATU berdazarkan hasil pekerjaan melalui Sidbankum.

2} Kewsjiban :

a) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada orahg atau kelompok
Siang miskm asngan sebak-balknys sesusl dengan slandar iayanan
bantuan hukum dalam ruang lingkup pekenaan yang datur pada
Paerjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.

b)  Memberikan laporan semua pelaksanaan dan anggaran bantuan hukum
secara akuntabel kepada PIHAK KESATU secara berkala sesuai
dengan kebijgkan dan peraturan yang ditetapkan.

o} Mengajukan kelengkapan dekumen pencairan  anggaran  bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat §
(lima) hari setelah pekerjaan selesai (untuk kegiatan nonlitigasi)

d) Mengajukan kelengkapan dokumen pencairan anggaran bantuan
hukum yang disampaikan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5
Smay hor scicleh pokorjoon solosal stsu dokumicn  poTENGENGT
perkara ditenma (unituk kegiatan litigasi).

BAB V
ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal §
(1) PIHAK KESATU menyalurkan anggaran bantuan hukum kepada PIHAK KEDUA
untuk melsksanakan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok
arang miskin sebesar :

| JENIS BANTUAN | Anggaran !
| D | HUK LM | Total
! _  PararaiKagiaten 2025 | gantuan Hukum 2025 |
| 1 |LTIGASI | Rp. 12.000.000.- _ :
o ot e e - | Rp. 14 700.000 -
| 2 | NONLITIGAS| Rp. 2.700.000 - | |

Cengan nncan Sebagaimana BTampr.

(2) Besaran anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
barsumber dan DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawasi
TengahTahun Anggaran 2025.

{3} Rincian Besaran anggaran bantuan hukurm sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mengacu pada ketentuan mengenai Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan
Mon Litigasl bemasarkan Keputusan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Momor M.HH-01.HN. 03.03 Tahun 2021 tentang Besaran
Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi.

(4) Dalam hal anggaran bantuan hukum litigasi maupun non litigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah terealisasi dan/atau fidak tersedia, maka PIHAK
WEDUA ietap wailb memserikan Sentuan hukum kepada oieng U ST T,
orang miskin secara mandin/prodong.




(n

(1)

(€}

(1)

(2)

(3)

4

BAB VI
PENGALIHAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal &6
FIHAK KESATU berhak mengalinkan anggaran PIHAK KEDUA
. . yang telah
dituangkan dalam Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini berdasarkan hasil
pemantauan dan evaluasi
Pemanisusn dan evaluast sebagaimana dimaksud paiE ayat (1) dilskukan cleh
Panwaspus dan Panwasda, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 7
Fengalihan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat
ditakukan antar jenis bantuan hukum yang sama (anggaran litigasi ke litigasi dan
anggaran non fitigasi ke non litigasi)
Pengalihan anggaran tidak dapat dilakukan untuk tahapan perkara dan/atau

kegiatan yang telah terbayarkan dan/atay yang parmohonannya telah terverifikasi
dalam Sidbankum,

rasst f

Fengalinan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dituangkan

lebih lanjut dalam Perjanjlan Pelaksansan Bantuan Hukum Tambahan

(sddendum) sebagai bagian yang ftidak terpisahkan dalam Peranjian

Pelaksanaan Bantuan Hulkum ini.

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat dilakukan

pada Triwulan |l dan/atau Triwulan |l Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaanya

dilakukan oleh BPHM selaku Panitia Pengawas Pusat dengan mampertimbangkan
persentase serapan anggaran bantuan hukum dan/atau hasil pemantauan dan
avaluasi panyelenggaraan bantuan hukum.

Perjanjian Palaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) pada triwulan ||

sctagaimana oy3t {2} diiohaanahkan dengan ketentuon sohagal basiiot:

a) Peranjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan {addendum) dilakukan
apabila PIHAK KEDUA telah menyerap 50% atau lebih dari anggaran yang
tersedia. cengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran dari
Femberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan || tidak
mencapai 50% dari anggaran yang tersedia;

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya fidak mencapai 50% hingoa
pacde trwulan || sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan paling
banyak 70% dar sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi
Bantuan Hukum yang telah tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap S50% dar  anggaran vyang tersedia, dengan
mamperimbanskan ietersadiaan angoaren, Indeks Miners Pambar Danduan
Hukum (iKF) dalam e-monev, danfatau hasii pemantauan dan evaluasi.

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendumn) pada triwulan 11

sebagaimana ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

a) Pedanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dilakukan
apabila FIHAK KEDUA telah menyerap 100% atau lebih dar anggaran yang
tersedia, dengan cara PIHAK KESATU mengalihkan alokasi anggaran darni
Pemberi Bantuan Hukum yang serapan anggarannya pada triwulan (Il tidak
mencapal B0% dari anggaran yang tersedia;

b) Apabila PIHAK KEDUA serapan anggarannya fidak mencapai 80% hingga




(5)

(€}

(1)

(2}

(1)

12}

(3)

(4)

i
g

(6)

pada triwulan Il sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dialihkan seluruh
sisa anggaran yang masih tersedia kepada Pemberi Bantuan Hukum yang
telah menyerap 100% dari anggaran yang tersedia, dengan
memperiimbangkan ketersediaan anggaran, Indeks Kinerja Pemben Bantuan
.HUH""m (IKP}) dalam e-monev, dan hasil pemantauan dan evaluasi;
Selain pengalihan anggaran sebagaimana dimaksued pada ayat (1) sampai
dengan ayat (4), pihak KESATU dapat melakukan Perjanjian Pelaksanaan
Santuan Hukum Tambahan {(addendum) atas kebijakan Dadan Peamkinaan Fiukum
Nasional (BPHN) selaku Pantia Pengawas Pusat dan/atau kebijakan lain
pemerintah dengan tetap memperhatikan hasil pemantauan dan avaluasi.
Dalam hal setelah Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
(addendum) dilakukan terjadi ketidakaktifan atau kurang akiif dan PIHAK KEDUA
dalam pelaksanaan bantuan hukum, maka PIHAK KESATU dapat melakukan
pengalihan anggaran kembali dengan ketentuan yang diatur kemudian

Pazal 9

Dalam hal Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) tdak
ditandatangani oleh PIHAK KEDUA sampai batas waktu yang ditentukan, PIHAK
WESATL! totas dasst mengaihkan snggaran Gmarsid Wonpa sorschujuan onooily
danhulu dan PIHAK KEDUA.

Tidak ditandatanganinya Padanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan
{addendum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijadikan bahan
pemantauan dan evaluasi oleh PIHAK KESATU

BAB Vi
JANGHKA WAKTU

Fasal 10
Pedanjian Palaksanaan Bantuan Hukum ini mulai beriaku sejak tanggal 02 Januari
An0E dan berakhir pada tangga! 00 Desember 2025
PiHAK KEDUA dapat mengajukan permononan pembayaran anggaran bantuan
hukum tahun anggaran 2025 kepada PIHAK KESATU sejak tanggal 02 Januar
2095 sampai dengan masa berlaku Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
berakhir,
Dalam ha! batas waktu Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, PIHAK KEDUA fidak dapat mangajukan
pembayaran pada tahun berikutrya. :
Pernbayaran anggaran bantuan hukum nonlitigasi hanya dilakukan untuk kegiatan
yang dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunys Perjanjan Pelaksanaan
Bantuan Hukum ini.
Barbavaran anggaran bentuan huhkum iioasi hanya diakukan ontub perkare
yang pendampingannya dilaksanakan pada tahun berjalan sesuai berlakunya
Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini.
Permbayaran anggaran bantuan hukum litigasi untuk perkara tahun anggaran 2024
yang berlanjut ke tahun 2025, hanya dapat dilakukan terhadap perkara yang
pendampingen layanan bantuan hukumnya beranjut pada tahun anggaran 2025

Paszal 11

Pandampingan perkara Litigasl atau pelaksanaan kegatan Monlitigasi  yang
dilaksanakan cleh PIHAK KEDUA antara tanggal 10 Desember 2025 sampal dengan




tanggal 31 Desember 2025 tetap dapat dilakukan secara mandiri/probo
; no ta
melalui APBN dan dilaporkan melalui fitur Bankum Mandiri dalam Sidbankum. i

BAB vin
PENCAIRAN ANGGARAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM

Fasal 12

(1) PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pencairan anggaran ban
kepada PIHAK KESATU berdasarkan persatupfjﬂn dari Hetgg PanwnsdTn g

(2} Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemeriksaan
kelayakan dokumen tagihan sesua ketentuan sebagal dasar pembayaran atas
pembernan layanan Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan (reimbursement).

(3) Pengajuan dan persetujuan dokiimen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) dilakukan melalui aplikasi Sidbankum.

(4) Pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
dileksanakan melalui Kantor Pelayanan Parbendaharaan Negara setempat secara
langsung (L5) ke Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA sesuai dengan
RElcriuan dan mckanisme yang Sorisha,

(8) PIHAK KESATU wajib mengunggah Surat Perintah Pencairan Dana {SP20) dalam
aplkasi Sidbankum setelah pembayaran anggaran bantuan hukum kapada PIHAK
KEDUA,

(6) PIHAK KEDUA dilarang mengajukan permchonan pencairan anggaran bantuan
hukum kepesda Pemerintah Daerah untuk permohonan yang sudah digjukan
kapada PIHAK KESATL

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan pada ayal (8) dapat dianggap sebagal
pelanggaran,

Fazal 13
(1} Permohonan pencairan anggaran bantuan hukum dan PIHAK KEDUA yang sudah
dilakukan pembayaran oleh PIHAK KESATU diperhitungkan esebagai realisasi
anggaran.
{2} Reslisasi anggaran PIHAK KEDUA sebagai objek pemantauan dan evaluasi
PIHAK KESATU serta menjadi dasar pertimbangan penetapan anggaran pada
tahun barkutnya.

BAB X
SANKSI

Pasal 14

(1) Jika berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK
KESATL terdapat palanggaran pelaksanaan bantuan hukum yang dilakukan oleh
PIHAK KEDUA maka PIHAK KESATU dapat merekomendasikan kepada
Panwaspus untuk memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor 4 tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman
AepEis OPHN Nomor PHN-SEHN. D402 thun 2021 loniang Standar Loysnan
Bantuan Hukum

(2) Pelanggeran polaksanaan bantuan hukum yang bersifat pidana diberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku



(1}

2)

(2)

(4)

(1}
(2)

i

(2)
{3)

{4)

BAB X
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 15
PARA PIHAK tidak bertanggung jawab afas keterlambatan atau kegagalan dalam
memenuhi Penanjian Pelaksansan Bantuan Hukum ini, baik langsung maupun
tidak langsung, dikarenakan oleh keadaan kahar (force majeure).

Kedaaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi keadaan di luar kendal
::_em “Et‘ﬂamﬂ*‘ﬁ” PARA PIHAK berupa bencana alam, kebakaran yang tidak
disengaja, banjir, pemogokan umum, perang {dinyatakan atau tidak dinyatakan),
pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, dan terorisma

Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melakeanakan pekerjaan berdasarkan Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum ini karena mengalami atau dipengaruhi oleh Fome
Majeure maka Pihak yang mengalami Force Majewre harus memberitahukan
secara tertuliz kepada pihak lainnya dalam wakty paling lambat 14 (empat belas)
harl setelah terfjadinya Force Majeure.

Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA sebagal
akivat lsfadings Soms Majeure bukan merupakan Whgoung jEnvalh MHAK
KESATU, demikian pula sebaliknya.

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16
PARA PIHAK dalam Peranjian Pelaksansan Bantusn Hukum ini tunduk
sepenuhnya mengikuti peraturan perundang-undangan di Indonesia,
Dalam hal terjadi perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul dari atau
sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini
ICCapa mungkin disslesolion sscarn musyoworsh untul mufokat seris SRan
dijadikan sebagai bahan evaluasi pada tahun anggaran benkutnya.

BAB Xi|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Pernanjian Felaksanaan Bantuan Hukum ini dibuat dan ditandatangani oleh F.ﬂ:.HA
FIHAK dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterasi cukup yang masing-
masing mempunysi kekuatan hukum mengikat yang sama
Biaya Meterai untuk penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum
dibebankan kesada PIHAK KEDM LA
Hal-hai iain yang belum diatur daiam Perjanjian Pelaksanaan Baniuan Hukum ini
aran datur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam Perjanjian
Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dar Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum ini. .
Jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dan peraturan lkgi::uﬂhan
terkait bantuan hukum maka Perjanfian Pelaksanasan Bantuan Hukum ini secara
langsung mengikull peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan
tersebut.







DENGAN DEMIKIAN, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakal uniuk
menandatangani peranjian inl pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakannya
sezuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian ini dibuat dalam 2
{dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mampunyal kekustan hukum
yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesual
kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTUR/KETUA PERKUMPULAN POS

KEMENTERIAN HUKUM SULAWES!
TENGAH
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LAMPIRAN RINCIAN ANGGARAN
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TAHUN ANGGARAN 2025

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI SULAWES!I TENGAH
DENGAN
POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA SULAWES] TENGAH
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